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ABSTRACT
FUNGSI HUKUM PROSEDURAL DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(Suatu Studi terhadap Penggantian Setya Novanto dan Pemberhentian Fahri Hamzah)




Hukum prosedural pengisian jabatan pimpinan DPR diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Sesuai dengan asas legalitas, penyelenggaraan pemerintahan
dalam suatu negara hukum menghendaki kepastian hukum dan persamaan perlakuan. Pengisian jabatan pimpinan DPR terhadap
Setya Novanto dan Fahri Hamzah tidak mengikuti prosedural yang sama.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian hukum prosedural dalam pengisian jabatan pimpinan DPR dengan peraturan
perundang-undangan dan untuk mengkaji apakah konsekuensi yuridis dari cacatnya hukum prosedural dalam pengisian jabatan
pimpinan DPR tersebut. 
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif
terkait dengan pengisian jabatan pimpinan DPR. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data-data
tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa pemberhentian dan penggantian jabatan pimpinan DPR terhadap Setya
Novanto dan Fahri Hamzah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemberhentian Fahri Hamzah ternyata tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya cacat hukum prosedural membawa konsekuensi terhadap jabatan,
sehingga jabatan Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR saat ini tidak sah.  
Penerapan asas legalitas akan mewujudkan kepastian hukum dan persamaan perlakuan. Oleh karena itu diharapkan kepada pejabat
negara maupun penyelenggara pemerintahan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pengaturan yang
terdapat dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan proses pemberhentian Fahri Hamzah diharapkan
pimpinan DPR melanjutkan usulan pemberhentian dari PKS tersebut ke rapat paripurna.
Kata kunci: Asas Legalitas, Hukum Prosedural, Pengisian Jabatan.
